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Waqf has long served as a cornerstone of Islamic socio-
economics development, supporting education, healthcare
and poverty alleviation. However, the transformation of
ecconomic systems in the digital era has posed new
challenges for the governance and legal regulation of wagqf.
While traditional figh provides a normative foundation for
wagf as a perpetual endowment, existing legal framework in
many Muslim majority countries including Indonesia have not
fully adapted to contemporary financial and technological
innovation. This study aims to examine the adequacy of the
current legal framework governing waqf and propose
pathways for its modernization in alighment with
contemporary economic realities. Using normative juridicial
approach, this paper explores the interaction between Islamic
legal principle about wagqf, national legistlation particularly
law No. 41 of 2004 on waqf and the emerging digital wagf
practices facilitated by Islamic fintech platforms. The analysis
identifies three major challenges: (1) the legal vacuum
concerning  digital waqgf contracts and  electronic
documentation, (2) the lack of clear governance standards for
digital waqf management and data protection; (3) limited
integration between sharia supervisory authorities and
financial technology regulators. These challenges highlight
the urgency of reformulating a responsive legal framework
that ensures both sharia compliance and technological
reliability. The paper argues that a modernized legal
framework should be guided by the principles of Magasid al-
Sharrah, emphasizing transparency, accountability, and
social benefit. Ultimately, the study contributes to the
discourse on sustainable Islamic finance by offering a
conceptual and regulatory roadmap for strengthening wagf’s
legal architecture, ensuring its continued relevance and
impact in contemporary economic development.
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PENDAHULUAN

Wakaf dalam perspektif hukum Islam memiliki peran penting sebagai
instrumen untuk memelihara kesejahteraan sosial dan ekonomi. Di berbagai
negara Muslim, pengelolaan wakaf terbukti mampu memberikan kontribusi
nyata dalam mengatasi persoalan ekonomi masyarakat (Aisyah Indarningsih et
al., 2023a). Salah satu contoh sukses datang dari Bangladesh, di mana konsep
wakaf tunai yang diperkenalkan oleh ekonom M. Abdul Mannan menjadi
tonggak penting dalam pengelolaan aset wakaf modern. Melalui lembaga Social
Investment Bank Ltd (SIBL), yang pertama kali menerbitkan sertifikat wakaf
tunai, potensi harta wakaf dikelola secara produktif dengan sistem sertifikat
sebagai instrumen keuangan perbankan (Setyomurni et al., n.d.). Dana yang
terhimpun kemudian disalurkan untuk kepentingan publik, seperti peningkatan
kesejahteraan masyarakat kurang mampu, layanan bagi penyandang disabilitas,
penyediaan beasiswa, serta program pendidikan dan sosial lainnya. Beberapa
inovasi wakaf modern di Bangladesh antara lain Cash Waqf Linked Sukuk, Cash
Wagqf Linked Deposit, dan Sukuk Linked Waqf, yang semuanya mendukung
peningkatan taraf ekonomi masyarakat (Farida, 2024).

Di Indonesia, potensi nilai aset wakaf mencapai Rp2.000 triliun,
sementara potensi wakaf uang per tahun diperkirakan mencapai Rp181 triliun
(Saputra, 2025a). Namun, menurut data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK)
Kementerian Agama tahun 2021, pengelolaan aset wakaf masih belum optimal.
Dari total 56.208,40 hektare tanah wakaf di 429.810 lokasi, baru 20.987,41
hektare yang memiliki sertifikat resmi (Bonang et al., 2024). Sementara itu,
potensi wakaf uang yang dihimpun Badan Wakaf Indonesia (BWI) mencapai
Rp18o triliun, tetapi realisasi penghimpunan pada tahun yang sama baru sekitar
Rp11,45 miliar. Sebagian besar pengelolaan harta wakaf masih dilakukan secara
tradisional sehingga belum produktif dan belum banyak berkontribusi pada
sektor ekonomi berkelanjutan. Meski begitu, Indeks Wakaf Nasional (IWN) tahun
2022 menunjukkan peningkatan dari 0,139 (kategori ‘“kurang’) pada tahun 2021
menjadi 0,274 (kategori “cukup’) pada tahun 2022, yang menandakan adanya
kemajuan dalam pengelolaan wakaf (Lestari et al., 2023).

Jika dibandingkan, pengelolaan wakaf di Indonesia masih tertinggal dari
negara lain seperti Turki dan Singapura. Di Turki, Direktorat Jenderal Wakaf
berhasil mengelola 37.917 unit wakaf yang mencakup berbagai aset produktif,
antara lain properti (24.809), toko (5.348), masjid (4.400), apartemen (2.254),
asrama mahasiswa (500), pusat bisnis (453), dan hotel (150) (Mukhlishin et al.,
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2024). Sementara di Singapura, pengelolaan wakaf dilakukan secara profesional
oleh Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) berdasarkan Administration of
Muslim Law Act (AMLA) 1968 (Pitchay et al., 2018). Setelah amandemen pada
tahun 1995, seluruh 100 aset wakaf resmi berada di bawah pengawasan MUIS.
Aset-aset tersebut dikembangkan menjadi properti produktif seperti kompleks
perumahan, pertokoan, dan apartemen. MUIS melibatkan para profesional
seperti ahli syariah, arsitek, dan insinyur dalam pengelolaannya, serta
memanfaatkan instrumen keuangan seperti Sukuk Musharakah senilai 60 juta
dolar Singapura. Hasil pengelolaan wakaf disalurkan untuk masjid, madrasah,
dan program sosial, menjadikan Singapura sebagai model pengelolaan wakaf
modern berstandar internasional (Nurfattah & Bachtiar, 2023).

KAJIAN PUSTAKA

Kajian wakaf di Indonesia hingga kini masih berfokus pada aspek sejarah,
budaya, serta peranannya dalam pengembangan lembaga keagamaan dan
pendidikan Islam. Penelitian juga masih berkutat pada ranah 3M (masjid,
madrasah, dan makam), sementara pengembangan wakaf di negara-negara
seperti Singapura, Bangladesh, Turki, Mesir, dan Malaysia telah bergerak ke arah
yang lebih produktif dan inovatif (Amin, 2025). Selain sektor pendidikan dan
sosial, pelaksanaan wakaf di Indonesia juga mulai merambah sektor kesehatan.
Hal ini diwujudkan melalui penyediaan fasilitas medis seperti ambulans dan
peralatan kesehatan yang tersebar di sejumlah rumah sakit, antara lain RS
Terpadu Dompet Dhuafa di Bogor, RS Mata Ahmad Wardi di Serang, dan RS
Hasyim Asyari di Jombang (Kasmon et al., 2023).

Perkembangan wakaf di era digital ini menuntut fleksibilitas dan inovasi
yang serba cepat. Sebagaimana yang dituliskan oleh Adam Muhammad Ardho
dkk dalam tulisannya The Legal Framework of Waqf and Its Role in Modern
Economic Development in Nigeria yang terbit pada tahun 2024. Penelitian ini
menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Nigeria belum efektif karena
lemahnya regulasi, pengawasan dan integrasi dengan sistem keuangan modern.
Diperlukan strategi komprehensif melalui reformasi hukum, inovasi administratif
dan transparansi pengelolaan agar wakaf di Nigeria mampu lebih optimal
mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan (Ardo et al., 2024).

Tulisan selanjutnya berjudul “The Development Of National Waqf Index
In Indonesia: A Fuzzy AHP Approach” berupaya menjawab persoalan
pengelolaan wakaf nasional yang dinilai belum maksimal karena belum adanya
standar penilaian yang baku. Penelitian ini merumuskan sebuah instrumen
bernama Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang digunakan untuk mengukur tingkat
optimalisasi pengelolaan wakaf mulai dari tingkat daerah hingga nasional.
Penyusunan IWN dilakukan dengan metode Fuzzy AHP dan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan, termasuk pakar dari unsur pemerintah, akademisi, dan
pelaku industri (Lestari et al., 2023).
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Berdasar penelitian selanjutnya yang dirumuskan oleh Pusat Kajian
Anggaran DPR RI, di Indonesia, sejumlah tantangan masih menghambat
peningkatan kinerja pengelolaan wakaf. Secara keseluruhan, penguatan regulasi,
peningkatan kapasitas kelembagaan, perbaikan pelaporan, dan peningkatan
literasi masyarakat menjadi langkah penting agar pengelolaan wakaf di
Indonesia dapat lebih produktif dan memberikan dampak yang lebih besar bagi
umat (Nasution, 2022).

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ismail Jalili dkk, berjudul “The Role
of Qawaid Fighiyyah in Strengthening Waqf Law: A Review of Challenge and
Solutions in Indonesia” yang berusaha menyoroti berbagai tantangan dalam
pengelolaan wakaf di Indonesia, khususnya lemahnya pemahaman masyarakat,
kerangka hukum yang belum memadai, serta rendahnya kapasitas nadzir dalam
mengelola aset wakaf secara produktif. Prinsip-prinsip figh memberikan
panduan yang jelas bagi nadzir untuk meningkatkan efektivitas, akuntabilitas,
dan keberlanjutan pengelolaan wakaf. Temuan menunjukkan bahwa edukasi
publik, reformasi regulasi, kolaborasi antar pemangku kepentingan, dan
peningkatan kapasitas nadzir menjadi langkah penting untuk memaksimalkan
manfaat sosial ekonomi wakaf di Indonesia (Jalili et al., 2024).

Penelitian selanjutnya berjudul “Wagqgf and sustainable development law:
models of waqf institutions in the Kingdom of Saudi Arabia and Indonesia”.
Penelitian ini membandingkan model wakaf berkelanjutan di Arab Saudi dan
Indonesia dengan analisis teori Herman Daly, John Locke, dan magqasid al-
syari’ah menunjukkan bahwa kedua negara telah memanfaatkan wakaf untuk
pendidikan, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan pembangunan
sosial ekonomi. Arab Saudi dinilai lebih maju dalam implementasi wakaf
produktif seperti penyediaan air bersih dan infrastruktur sosial. Perbedaan
kedua negara terlihat pada kerangka hukum, model pengelolaan, peran lembaga
keuangan, serta konteks sosial budaya (Zawawi et al., 2023).

Penelitian terdahulu menunjukkan kemajuan pengelolaan wakaf, namun
masih menyisakan kelemahan penting terutama bagaimana regulasi wakaf
dalam menghadapi era digital. Berbagai studi menyoroti masalah regulasi yang
belum adaptif, lemahnya tata kelola, rendahnya kapasitas nadzir, hingga
ketiadaan standar legal bagi kontrak dan dokumentasi elektronik. Belum ada
penelitian yang merumuskan integrasi lengkap antara hukum wakaf, teknologi
digital, dan pengawasan syariah. Karena itu, penelitian ini bertujuan menilai
kecukupan regulasi yang ada, mengidentifikasi tantangan tata kelola digital,
serta menawarkan kerangka modern berbasis Maqasid al-Shari‘ah agar wakaf
tetap relevan, akuntabel, transparan, dan berdaya guna.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-normatif untuk
menganalisis sejauh mana kerangka hukum wakaf di Indonesia mampu
merespons perkembangan wakaf dan tata kelola berbasis kecerdasan buatan
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((Wiraguna, 2024). Penelitian ini bertumpu terutama pada data sekunder,
mencakup produk hukum nasional seperti UU No. 41 Tahun 2004, PP No. 42
Tahun 2006, PP No. 25 Tahun 2018, peraturan menteri, pedoman BWI. Selain itu,
penelitian juga menelaah artikel akademik, buku, laporan lembaga, jurnal,
prosiding konferensi, dan publikasi daring yang kredibel mengenai wakaf digital,
regulasi fintech, sistem kepatuhan berbasis Al, dan keuangan sosial Islam.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian dokumentasi dan analisis
literatur, serta dilengkapi dengan wawancara terbatas dan pernyataan
professional praktisi untuk memperkuat pemahaman kontekstual terhadap
tantangan implementasi wakaf. Analisis data mengikuti model interaktif Miles
dan Huberman (Lexy J Moloeng, 2018), yang terdiri dari:

1. Reduksi Data: memilih, menyederhanakan, dan mengelompokkan data
terkait regulasi hukum, mekanisme tata kelola, serta kepatuhan syariah
pada praktik wakaf digital.

2. Penyajian Data: menyusun informasi dalam bentuk penjelasan dan peta
analisis untuk membandingkan struktur regulasi, kesenjangan, serta
kesiapan digital.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan: merumuskan temuan mengenai
kekosongan hukum, kelemahan tata kelola, serta arah reformasi yang
diperlukan.

Untuk memperkuat interpretasi hukum, analisis juga menggunakan teori
sistem hukum serta kerangka Magasid al-Shari‘ah, khususnya dalam menilai
keandalan regulasi, transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan penerima
manfaat. Kombinasi metodologi ini memungkinkan penelitian menghasilkan
diagnosa komprehensif mengenai tata kelola wakaf digital di Indonesia dan
menawarkan rancangan pembaruan hukum yang mengintegrasikan prinsip
syariah, kepatuhan regulatif, dan model pengawasan berbantuan Al.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Konsep dan Aspek Legal Wakaf

Wakaf merupakan instrumen sosial ekonomi Islam yang memiliki akar
historis kuat sejak masa Nabi Muhammad SAW. Dalam terminologi syariah,
wakaf berarti menahan harta agar tidak dialihkan kepemilikannya dan
menyalurkan manfaatnya untuk tujuan kebajikan (Sup et al., 2020). Wakaf
memiliki empat unsur pokok yaitu wakif sebagai pemberi wakaf, mauquf sebagai
objek wakaf, mauquf ‘alaih sebagai penerima manfaat, dan akad (sighah)
sebagai pernyataan legal wakaf (Arifin & Ramadhan, 2024). Dalam praktiknya,
wakaf terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu wakaf bergerak seperti wakaf
uang, saham atau sukuk, serta wakaf tidak bergerak seperti tanah dan
bangunan. Pemanfaatannya juga beragam, mulai dari pendidikan, layanan
kesehatan, fasilitas publik, hingga aktivitas produktif seperti pertanian,
perdagangan dan investasi syariah (Muhammad A.A & Rosidta, 2023) .
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Di era modern, wakaf menjadi komponen utama Islamic Social Finance
bersama zakat dan sedekah. Ketiganya memiliki struktur hukum dan model
distribusi berbeda. Zakat bersifat wajib dengan ketentuan nisab dan haul,
sedangkan sedekah bersifat sukarela tanpa batasan nominal atau objek. Wakaf
berada di antara keduanya karena bersifat ibadah jariyah yang berjangka
panjang serta memerlukan pengelolaan profesional agar manfaatnya terus
berkelanjutan (Mufid, n.d.). Penguatan manajemen wakaf menuntut adanya
nadzir sebagai pihak yang diberi amanah oleh wakif untuk mengelola,
mengembangkan, melaporkan, dan menjaga aset agar tetap sesuai tujuan
syariah dan tidak dialihkan kepemilikannya ((Nasional, 2022).

Di Indonesia, kerangka hukum wakaf berkembang secara bertahap sejak
masa awal kemerdekaan. Landasan awal lahir dari Undang-Undang Pokok
Agraria 1960 yang menyatakan bahwa tanah wakaf harus dilindungi dan diatur
melalui peraturan pemerintah. Setelah itu hadir PP 10/1961 tentang pendaftaran
tanah dan sejumlah peraturan Menteri Agraria yang mengatur tata cara
peralihan hak tanah wakaf. Penyusunan hukum wakaf kemudian diperluas
melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak hanya membahas wakaf tanah,
tetapi juga aset bergerak dan harta yang memiliki nilai keberlanjutan (Thamrin et
al., 2021).

Regulasi khusus dan komprehensif baru hadir setelah lahirnya Undang-
Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang menjadi tonggak pembaruan
hukum wakaf nasional. Undang-undang ini menegaskan kewajiban nadzir untuk
mengelola wakaf secara produktif tanpa bertentangan dengan prinsip syariah.
Aturan pelaksanaannya dijabarkan melalui PP No. 42 Tahun 2006 yang kemudian
diperbarui menjadi PP No. 25 Tahun 2018. Selain itu, pemerintah juga
menerbitkan berbagai regulasi teknis seperti PMA No. 4/2009 tentang
pendaftaran wakaf uang, PMA No. 73/2013 tentang tata cara wakaf benda
bergerak dan tidak bergerak, serta SK BWI yang mengatur kelembagaan dan
standar profesional nadzir. Dari aspek pertanahan, tata cara pendaftaran tanah
wakaf kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017
(Rosidah, 2023), 2023).

Perkembangan regulasi juga menghasilkan pembentukan Badan Wakaf
Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi,
membina, dan mendorong produktivitas aset wakaf. BWI menjadi simpul
penting integrasi antara syariah, hukum positif, dan tata kelola kelembagaan
modern, termasuk perluasan model pengembangan wakaf seperti wakaf
produktif, investasi syariah, dan integrasi pembiayaan sosial dalam kerangka
pembangunan nasional (Hidayat et al., 2023)

Struktur hukum wakaf di Indonesia mengalami perkembangan panjang,
berawal dari ketentuan figh klasik hingga membentuk kerangka hukum nasional
yang modern. Dalam praktiknya, wakaf beroperasi pada dua ranah hukum.
Pertama, hukum Islam yang memandang wakaf sebagai ibadah dengan karakter
permanen, tidak dapat ditarik kembali, dan ditujukan untuk kemaslahatan sosial.
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Kedua, hukum positif Indonesia yang menyediakan dasar administratif,
kepemilikan, akuntabilitas, sertifikasi, serta tata kelola lembaga dalam
pengelolaan wakaf (A. D. Syafrina et al., 2023).

Dalam figh muamalah, wakaf ditetapkan melalui empat unsur utama,
yaitu wakif sebagai pihak pemberi, mauquf sebagai objek, mauquf ‘alaih sebagai
penerima manfaat, dan sighah sebagai pernyataan akad. Mayoritas ulama
menekankan bahwa wakaf harus memberikan manfaat jangka panjang, dikelola
secara amanah, profesional, dan mengutamakan kepentingan publik. Prinsip ini
juga menjadi dasar bahwa pengelolaan wakaf harus mendukung kebutuhan
masyarakat di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan
sosial (Fauzi et al., 2023).

Seiring perkembangan ekonomi Islam, istilah produktivitas menjadi
elemen penting pengelolaan wakaf. Para ulama sejak awal membolehkan wakaf
bukan hanya dalam bentuk aset fisik, tetapi juga aset yang menghasilkan
manfaat melalui investasi dan pengembangan. Prinsip ini kemudian melandasi
kemunculan berbagai instrumen wakaf kontemporer, seperti wakaf uang, wakaf
tunai, wakaf saham, sukuk wakaf, hingga model digital berbasis teknologi
finansial. Namun demikian, kerangka hukum nasional belum sepenuhnya
mengakomodasi seluruh inovasi baru ini (Damayanti et al., 2023).

Kerangka hukum wakaf di Indonesia berkembang secara bertahap sejak
masa awal kemerdekaan. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menjadi
dasar awal yang menegaskan perlunya perlindungan dan pengaturan tanah
wakaf melalui peraturan pemerintah. Ketentuan ini kemudian diikuti oleh PP No.
10 Tahun 1961 mengenai pendaftaran tanah serta beberapa peraturan Menteri
Agraria yang mengatur mekanisme perubahan hak atas tanah wakaf.
Pengembangan berikutnya hadir melalui Kompilasi Hukum Islam yang
memperluas cakupan wakaf tidak hanya pada tanah, tetapi juga pada berbagai
aset bergerak dan harta bernilai ekonomi (Faujiah et al., 2024a).

Pembaruan regulasi wakaf berlangsung signifikan setelah lahirnya
Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 yang menjadi tonggak modernisasi hukum
wakaf nasional. Undang-undang ini menegaskan kewajiban nadzir untuk
mengelola aset wakaf secara produktif sesuai prinsip syariah. Ketentuan
tersebut kemudian dijabarkan melalui PP No. 42 Tahun 2006 dan diperbarui
dengan PP No. 25 Tahun 2018. Selain itu, pemerintah menerbitkan sejumlah
regulasi teknis seperti PMA No. 4 Tahun 2009 tentang pendaftaran wakaf uang,
PMA No. 73 Tahun 2013 tentang tata cara wakaf benda bergerak dan tidak
bergerak, serta berbagai keputusan Badan Wakaf Indonesia mengenai standar
profesional kelembagaan nadzir. Dari sisi pertanahan, mekanisme pendaftaran
tanah wakaf diperkuat melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 2 Tahun 2017
(Musyafah et al., 2023).

Perkembangan regulasi tersebut juga menghasilkan pembentukan Badan
Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen yang menjalankan fungsi
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pembinaan, pengawasan, serta percepatan pengembangan aset wakaf.
Kehadiran BWI menegaskan integrasi antara norma syariah, hukum positif
Indonesia, dan tata kelola kelembagaan modern, termasuk perluasan model
wakaf melalui investasi syariah, pengelolaan produktif, hingga pelibatan
instrumen pembiayaan sosial dalam pembangunan nasional (Faujiah et al.,
2024b).

Secara historis, struktur hukum wakaf di Indonesia merupakan hasil
perjalanan panjang dari ketentuan figh klasik menuju konstruksi hukum nasional
yang modern. Praktik wakaf berjalan dalam dua kerangka hukum sekaligus.
Pertama, hukum Islam yang memandang wakaf sebagai ibadah permanen yang
bertujuan mencapai kemaslahatan sosial dan tidak dapat ditarik kembali. Kedua,
hukum positif yang memberikan legitimasi administratif, kepastian kepemilikan,
akuntabilitas, sertifikasi, serta tata kelola lembaga wakaf (Masriyah, 2024).

Dalam figh muamalah, keabsahan wakaf bergantung pada empat unsur
utama yaitu wakif, mauquf, mauquf ‘alaih, dan sighah. Mayoritas ulama
menekankan bahwa wakaf harus memberikan manfaat berkelanjutan, dikelola
secara amanah, serta diorientasikan untuk kepentingan publik. Prinsip ini
memperkuat pandangan bahwa aset wakaf harus mendukung kebutuhan sosial
seperti layanan pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum (Triwibowo, 2020).

Seiring berkembangnya ekonomi syariah modern, produktivitas menjadi
bagian penting dalam pengelolaan wakaf. Para ulama membolehkan wakaf tidak
hanya dalam bentuk aset fisik, tetapi juga aset yang mampu menghasilkan
manfaat ekonomi melalui kegiatan investasi. Pemikiran tersebut melandasi
lahirnya instrumen wakaf kontemporer seperti wakaf uang, sukuk wakaf, wakaf
saham, serta model digital berbasis teknologi finansial. Namun demikian,
kerangka hukum nasional belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh bentuk
inovasi tersebut (Bouakkaz, 2022).

Di tingkat regulasi negara, pengaturan wakaf berkembang melalui
beberapa fase. Undang-Undang Pokok Agraria 1960 menjadi landasan awal yang
menegaskan status wakaf tanah sebagai aset yang wajib dilindungi. Ketentuan
ini diperluas melalui PP No. 28 Tahun 1977 mengenai tata cara pendaftaran
wakaf. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam memperluas definisi wakaf
mencakup harta bergerak. Tahap reformasi besar dilakukan melalui UU No. 41
Tahun 2004 serta peraturan turunannya yang mengatur wakaf dalam bentuk
uang, surat berharga, logam mulia, hak atas kekayaan intelektual, aset sewa, dan
bentuk lain yang bernilai ekonomi. Regulasi ini memberikan dasar hukum yang
kuat bagi nadzir untuk mengembangkan aset wakaf melalui kerja sama bisnis
dan investasi syariah. Pada saat yang sama, BWI dibentuk sebagai lembaga
independen untuk mengawasi implementasi kebijakan wakaf (Yusof, 2025).

Dari sudut metodologi penyusunan hukum, UU Wakaf menggunakan
pendekatan ijtihad intiga’i yaitu memilih pandangan ulama klasik yang relevan
dengan kebutuhan kontemporer. Hal ini tampak pada beberapa ketentuan
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seperti diperbolehkannya perubahan status aset wakaf dalam keadaan tertentu,
peningkatan akuntabilitas nadzir, profesionalisasi pengelolaan, serta pengakuan
atas jenis wakaf baru seperti wakaf uang dan wakaf profesi. Dengan demikian
hukum wakaf di Indonesia menjadi fleksibel dan responsif terhadap
perkembangan ekonomi modern (Rimanto et al., 2021).

Penguatan konsep wakaf produktif memperoleh dasar hukum melalui
Pasal 43 UU 41/2004 yang mewajibkan nadzir mengelola wakaf secara produktif
sesuai prinsip syariah. Ketentuan ini mendorong munculnya berbagai instrumen
keuangan syariah seperti deposito wakaf, sukuk wakaf, pembiayaan mikro
wakaf, serta platform wakaf digital berbasis crowdfunding. Beberapa negara
seperti Malaysia dan Bangladesh telah mengembangkan instrumen ini secara
luas, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan pada kapasitas
kelembagaan maupun tingkat literasi masyarakat sehingga pemanfaatannya
belum optimal (Walaa, 2021).

Secara keseluruhan, konsep dan kerangka hukum wakaf menunjukkan
bahwa wakaf bukan hanya ibadah individual, tetapi juga institusi hukum dengan
struktur normatif, administratif, dan kelembagaan yang matang. Regulasi
nasional telah menyediakan fondasi komprehensif untuk menjadikan wakaf
sebagai instrumen pembiayaan sosial jangka panjang. Namun perkembangan
ekonomi modern dan digitalisasi menuntut adanya pembaruan regulasi yang
lebih adaptif agar pengelolaan wakaf tetap akuntabel, transparan, serta
memberikan manfaat luas sesuai tuntutan syariah dan kebutuhan masyarakat
kontemporer (Jafar et al., 2025).

Dari sisi peraturan negara, pengaturan wakaf berkembang bertahap sejak
awal kemerdekaan. Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960 menjadi
landasan awal yang mengakui wakaf tanah sebagai aset yang wajib dilindungi.
Kebijakan ini diperkuat melalui PP No. 28 Tahun 1977 yang untuk pertama kalinya
mengatur tata cara pendaftaran wakaf secara formal. Selanjutnya, Kompilasi
Hukum Islam memperluas definisi wakaf tidak hanya pada tanah, tetapi juga
pada harta bergerak (Nashwan, 2025).

Tahap pembaruan besar terjadi setelah lahirnya UU No. 41 Tahun 2004
beserta PP No. 42 Tahun 2006 dan PP No. 25 Tahun 2018. Regulasi ini
memperluas cakupan wakaf yang tidak lagi terbatas pada tanah, tetapi juga
mencakup uang, logam mulia, surat berharga, hak kekayaan intelektual, aset
sewa, dan bentuk lain yang bernilai ekonomis. Undang-undang ini juga
menegaskan bahwa nazhir memiliki dasar hukum untuk mengelola wakaf secara
produktif melalui investasi dan kerja sama bisnis berbasis syariah. Pada saat yang
sama, Badan Wakaf Indonesia dibentuk sebagai lembaga independen yang
berfungsi sebagai pengawas dan akselerator pembaruan kebijakan wakaf
nasional (Oseni & Ali, 2021).

Dari perspektif metodologis, UU Wakaf menggunakan pendekatan ijtihad
intiga’i, yaitu memilih pendapat ulama klasik yang paling relevan dengan
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kebutuhan modern. Pendekatan ini terlihat dalam beberapa ketentuan seperti
diperbolehkannya perubahan status aset wakaf dalam kondisi tertentu,
penguatan akuntabilitas nazhir, profesionalisasi tata kelola, serta pengakuan
atas bentuk wakaf kontemporer seperti wakaf profesi dan wakaf uang. Dengan
demikian, regulasi wakaf di Indonesia menjadi lebih fleksibel dan responsif
terhadap dinamika ekonomi modern (Allah Pitchay et al., 2018).

Konsep wakaf produktif kemudian memperoleh legitimasi hukum melalui
Pasal 43 UU 41/2004 yang mewajibkan nazhir mengelola wakaf secara produktif
sesuai prinsip syariah. Ketentuan ini mendorong munculnya berbagai instrumen
pendanaan syariah seperti wakaf deposito, sukuk berbasis wakaf, pembiayaan
mikro wakaf, hingga platform wakaf digital berbasis crowdfunding. Beberapa
negara seperti Malaysia dan Bangladesh telah berhasil mengembangkan
instrumen ini secara masif, sementara Indonesia masih menghadapi
keterbatasan kapasitas kelembagaan dan tingkat literasi masyarakat sehingga
implementasi wakaf produktif belum optimal (Augusna et al., 2025).

No Regulasi Tahun Isi Pengaturan

1 Menjadi dasar hukum
utama
2004 penyelenggaraan
wakaf di Indonesia
secara komprehensif.
2 Mengatur petunjuk
teknis pelaksanaan
2006 UU Wakaf, termasuk
ketentuan prosedural
dan administrasi.
3 Berisi ketentuan
teknis mengenai tata
kelola, pembinaan,

Undang-Undang Nomor 41 tentang
Wakaf

Peraturan Pemerintah Nomor 42
tentang Pelaksanaan UU 41/2004

Peraturan Badan Wakaf Indonesia 2021
pengawasan, dan
standar profesional
nadzir.
4 Menetapkan tata
Peraturan Menteri Agama Nomor 4 cara pengelolaan dan
tentang Administrasi Wakaf Uang 2009 pe.ncata'tan
administrasi wakaf
uang.
Mengatur mekanisme
Peraturan Menteri Agama Nomor 73 perwakafan atas aset
5 tentang Perwakafan Benda Bergerak 2013 bergerak dan tidak
dan Tidak Bergerak Selain Uang bergerak selain wakaf
uang.
Menetapkan lembaga
Keputusan Menteri Agama tentang keuangan syariah
6 Penetapan Lembaga Keuangan 2009 yang berwenang
Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS- menerima serta
PWU) mencatat wakaf uang

secara resmi.
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Table o1. Peraturan Mengenai Wakaf

Dengan demikian, konsep dan aspek legal wakaf menunjukkan bahwa
wakaf bukan hanya ibadah sosial individual, tetapi juga institusi hukum yang
memiliki struktur normatif, administratif, dan kelembagaan yang kuat. Regulasi
Indonesia telah meletakkan fondasi yang relatif lengkap untuk pengembangan
wakaf sebagai instrumen pembiayaan sosial jangka panjang. Namun, dinamika
keuangan modern dan digitalisasi layanan publik menuntut kerangka hukum
yang semakin adaptif agar pengelolaan wakaf dapat tetap akuntabel,
transparan, dan memberi manfaat luas sesuai tujuan syariah dan kebutuhan
masyarakat kontemporer (Agaileh, 2024).

Tantangan Wakaf Kontemporer

Wakaf pada masa kontemporer menghadapi dinamika baru seiring
perubahan sosial, perkembangan teknologi, transformasi kebijakan, dan
meningkatnya tuntutan tata kelola modern. Wakaf tidak lagi dilihat hanya
sebagai praktik ibadah yang bersifat tradisional, tetapi berkembang menjadi
instrumen filantropi strategis yang berpotensi besar dalam pembangunan
ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, realisasi potensi ini belum berjalan
optimal karena berbagai tantangan baik pada tataran regulasi, kelembagaan,
masyarakat, maupun pemanfaatan teknologi digital (Badreddine et al., 2024).

Salah satu tantangan utama adalah lemahnya koordinasi dan sinergi antar
lembaga pemangku kepentingan wakaf. Saat ini terdapat banyak institusi yang
terlibat langsung dalam pengembangan wakaf seperti Badan Wakaf Indonesia,
Kementerian Agama, Bank Indonesia, DSN-MUI, hingga Komite Nasional
Ekonomi dan Keuangan Syariah. Masing-masing memiliki perhatian dan program
terkait wakaf, namun tidak semua berjalan dengan koordinasi yang efektif.
Karena itu, potensi kolaborasi belum menghasilkan efek pengungkit yang
maksimal. Misalnya, Bank Indonesia telah mengeluarkan program Wakaf Core
Principles untuk penguatan kelembagaan wakaf dan Wakaf Linked Sukuk
sebagai upaya menyalurkan dana wakaf ke sektor produktif. Kemenag memiliki
unit yang mengelola zakat dan wakaf, sementara BWI memiliki kewenangan
regulatif dan operasional sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Namun,
lemahnya komunikasi dan integrasi lintas lembaga menjadikan program berjalan
sendiri-sendiri sehingga pengaruhnya terhadap pengumpulan wakaf belum
signifikan. Banyak program inovatif tidak memiliki kesinambungan karena tidak
diikuti sistem kerja terintegrasi yang menhubungkan aspek regulasi,
penggalangan, pengelolaan, dan pelaporan (Aysan & Al-Saudi, 2023).

BWI sendiri masih memegang dua peran besar sekaligus, yaitu sebagai

regulator dan sebagai badan pengelola wakaf. Kedua peran ini telah
diamanahkan dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, namun
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pembagian fungsi ini menimbulkan tantangan tersendiri. Sebagai regulator, BWI
harus melakukan pembinaan kepada nazhir, mengatur administrasi dan
pengembangan wakaf, memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah,
serta mengawasi pengelolaan wakaf uang. Sebagai pengelola, BWI harus
mengembangkan aset wakaf secara produktif, termasuk memberikan
persetujuan atas perubahan atau pemanfaatan harta wakaf. Dalam praktiknya,
menjalankan dua fungsi sekaligus ini membutuhkan kapasitas kelembagaan yang
kuat dan sistem kerja yang modern. Faktanya, masih terjadi kesenjangan antara
kebutuhan tugas dan kapasitas operasional BWI. Koordinasi antara BWI pusat
dan daerah juga masih lemah. Sebagian pengurus BWI perwakilan belum
memahami fungsi dan kewenangannya sesuai amanat undang-undang dan
peraturan pemerintah. Hal ini wajar karena struktur organisasi wakaf yang
tersebar di 34 provinsi, 324 kabupaten, dan 83 kota tidak semuanya didukung
anggaran, pembinaan, serta sumber daya manusia yang memadai. Padahal,
kehadiran BWI daerah sangat penting untuk memastikan pelayanan wakaf
bergerak mendekati masyarakat (Al-Saudi, 2022; Saputra, 2025b).

Regulasi pemerintah memberi BWI mandat besar untuk mengatur dan
mengawasi wakaf di seluruh Indonesia. Namun, mandat besar ini tidak diimbangi
dengan sistem kontrol yang jelas. Tidak ada indikator kinerja yang terukur
sehingga masyarakat tidak dapat menilai apakah BWI telah mencapai tujuan
pengembangan wakaf nasional. Peraturan juga belum mendorong transparansi.
BWI belum diwajibkan menyampaikan laporan real time dan dapat diakses
publik. Situasi ini membuat pengelolaan wakaf rawan terjadi ketidakefisienan
dan kurang pengawasan sosial (Amin, 2025).

Regulasi juga belum mendorong pemanfaatan teknologi digital. Padahal
ekonomi digital berkembang cepat. Nazhir memerlukan sistem digital untuk
pelaporan, audit, dan manajemen aset. Pemerintah belum menyiapkan aturan
yang mewajibkan digital governance sebagai standar nasional. Akibatnya,
kualitas tata kelola antar lembaga wakaf berbeda beda, bergantung pada
kemampuan masing masing nazhir (Yelkenci & Bulut, 2024). Sisi lain yang
menjadi kritik adalah lemahnya mekanisme check and balance. Pemerintah
memberi mandat kepada BWI tetapi tidak menetapkan sistem evaluasi berkala
yang berdampak pada status kelembagaan. Tidak ada sanksi yang jelas bila
lembaga tidak memenuhi standar kinerja. Ini membuat arah pembinaan
cenderung administratif, bukan berbasis target dan pencapaian (Huang &
Nordin, 2021).

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan regulasi
pajak mengenai wakaf. Saat ini, pengaturan pajak wakaf masih sangat minimal.
Praktiknya hanya disebutkan dalam beberapa aturan seperti UU Pajak
Penghasilan yang mengecualikan hibah, termasuk wakaf, dari objek pajak. Selain
itu, UU Pajak Bumi dan Bangunan memberikan pengecualian untuk kepentingan
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umum, dan UU tentang Pajak dan Retribusi Daerah memberikan keringanan
BPHTB untuk wakaf (Jajuli & Misno, 2024). Namun sampai sekarang belum ada
regulasi yang secara khusus mengatur perlakuan perpajakan terhadap wakaf
uang. Padahal, regulasi pajak yang jelas dan progresif dapat menjadi insentif
penting dalam meningkatkan minat masyarakat berwakaf. Banyak negara lain
seperti Turki, Singapura, dan Arab Saudi sudah menerapkan skema perpajakan
yang memberikan keuntungan fiskal bagi wakaf produktif sehingga memacu
kontribusi filantropi lebih besar. Indonesia belum memiliki instrumen serupa
sehingga dorongan ekonominya kurang terasa meskipun potensi wakaf nasional
sangat besar (N. M. H. Mohaiyadin et al., 2022).

Dari sisi kelembagaan nazhir, tantangan juga muncul dari rendahnya
profesionalitas dan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf.
Tidak semua nazhir memiliki kemampuan manajerial, keuangan, investasi, dan
digital yang memadai. Padahal wakaf modern membutuhkan kemampuan
merancang program produktif, melakukan investasi aman dan menguntungkan,
mengelola risiko, memahami peraturan syariah, serta menyediakan pelaporan
transparan dan akuntabel. Banyak lembaga wakaf masih mengelola amanah
secara manual, tanpa standar pengelolaan yang baku, menyebabkan hasil wakaf
tidak berkembang maksimal. Kondisi ini berdampak pada persepsi publik. Ketika
masyarakat tidak melihat hasil nyata dari dana yang diserahkan, maka tingkat
kepercayaan menurun dan pengumpulan wakaf stagnan. Penguatan
profesionalitas nazhir menjadi kebutuhan mendesak jika wakaf ingin menjadi
pilar ekonomi umat yang modern dan produktif (Profile, 2025).

Di sisi lain, tantangan digitalisasi juga sangat signifikan. Pada era
sekarang, masyarakat menggunakan internet dan layanan keuangan digital
untuk hampir semua transaksi. Namun belum semua lembaga wakaf
menyediakan kanal digital untuk penghimpunan dana. Banyak organisasi wakaf
masih bergantung pada metode konvensional, padahal masyarakat sudah
membutuhkan kemudahan berwakaf melalui aplikasi mobile, QRIS, payment
gateway, internet banking, atau kanal donasi online (Nur Aisyah Indarningsih et
al., 2023). Digitalisasi bukan hanya soal memudahkan penghimpunan dana,
tetapi juga menyangkut profesionalisasi pelaporan dan transparansi. Sistem
digital memungkinkan pembuatan dashboard kinerja, perkembangan program,
arus kas, tingkat keuntungan investasi, hingga audit yang bisa diakses publik
secara berkala. Ketika masyarakat melihat hasil secara real time, maka tingkat
kepercayaan otomatis meningkat. Namun tantangan digital bukan hanya
teknologi, tetapi juga kesiapan SDM, biaya pengembangan sistem, serta
kesiapan regulasi yang mengatur keamanan data dan integrasi sistem keuangan
syariah (Aisyah Indarningsih et al., 2023b).

Tantangan berikutnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Literasi wakaf
masih rendah. Banyak orang memahami wakaf hanya sebatas tanah kuburan
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atau pembangunan masjid, padahal wakaf kini berkembang menjadi investasi
sosial yang dapat membiayai pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi,
beasiswa, klinik, usaha mikro, sukuk sosial, hingga platform pengetahuan.
Minimnya literasi ini membuat pemahaman masyarakat mengenai potensi wakaf
tunai masih terbatas. Dampaknya, minat berwakaf belum tinggi meskipun
peluang kontribusinya sangat besar. Gerakan edukasi publik perlu diperluas
melalui kampanye kreatif, media sosial, literasi di sekolah, dakwah masjid, hingga
kolaborasi dengan perusahaan, kampus, lembaga riset, dan platform digital.
Banyak lembaga wakaf mulai melakukan hal ini, namun belum berjalan masif dan
belum terintegrasi dalam satu pesan nasional yang kuat (Anindhita & Widana,
2022).

Terakhir, tantangan lainnya adalah alokasi sumber pendanaan lembaga
wakaf itu sendiri. Pada 2021, BWI menerima anggaran APBN sebesar 8 miliar
rupiah, naik tipis dari 6 miliar pada 2018. Angka ini sangat kecil jika dibandingkan
dengan skala tugas BWI sebagai lembaga regulator dan pengelola wakaf
nasional. Dengan mandat kelembagaan yang besar, BWI membutuhkan
dukungan pendanaan yang kuat agar program digitalisasi, pembinaan,
standardisasi, sertifikasi nazhir, pengawasan, serta modernisasi sistem bisa
berjalan lebih cepat. Tanpa dukungan pembiayaan yang sepadan, perkembangan
wakaf nasional akan melambat (Saleh et al., 2023).

No Aspek Masalah Solusi

1 - Peraturan wakaf
tunai kurang kuat
- Database wakaf
terbatas
- Kurangnya
sosialisasi hukum

- Memperkuat
regulasi wakaf

- Meningkatkan
sosialisasi hukum

Regulator dan program wakaf
dan er)gram wakaf Meningkatkan kerja
pemerintah

. . sama antar lembaga
- Sinergi antar
wakaf
lembaga
pendukung wakaf
masih lemah
2 - Meningkatkan

- Kompetensi nazir
belum merata

- Banyaklembaga
belum

- Mempublikasikan
laporan secara baik

- Akses informasi
sulit

profesionalitas nazir
- Menyajikan laporan
dengan baik dan
mudah dipahami
- Mempublikasikan
pengelolaan wakaf
secara transparan

Pengelola (Nazir)
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3
Mengoptimalkan
- Iklan wakaf belum di .gl P Keti
. di media igital marketing
. mte;ns Melakukan
Promosi sosial .
kampanye kreatif
- Lembaga wakaf tentang wakaf
belum dikenal luas
4 - Tidak semua Mendorong
lembaga sudah digitalisasi
2 igitalisasi
digitalisasi ol kaf
himpunan pengelolaan waka
Program per;(gf P Meningkatkan
vaa a . . inovasi program
- urang inovasi wakaf tunai
program wakaf
tunai
Meningkatkan
- Mindset sosialisasi wakaf
masyarakat tunai
tentang wakaf Mengoptimalkan
tunai masih lemah aplikasi atau
- Literasi wakaf website
Mempermudah
5 Masyarakat kurang P .
- Kesadaran akses informasi
terhadap wakaf wakaf tunai
tunai rendah Memperkenalkan
- Kepercayaan dan menjaga
masyarakat masih reputasi lembaga
kurang wakaf
- Peraturan wakaf
tunai kurang kuat Memperkuat
- Database wakaf lasi wakaf
terbatas regulasi waka
Meningkatkan
- Kurangnya e
lisasi huk sosialisasi hukum
6 Regulator sostaiisasthukum dan program wakaf

dan program wakaf
pemerintah

Sinergi antar
lembaga
pendukung wakaf
masih lemah

Meningkatkan kerja
sama antar lembaga
wakaf

Table 02. Tantangan Wakaf Kontemporer
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Menuju Modernisasi Regulasi Wakaf

Perkembangan regulasi wakaf di Indonesia terjadi secara bertahap. Pada
masa sebelum kemerdekaan, praktik wakaf berlangsung dalam tradisi sosial
masyarakat. Pengelolaan dilakukan secara informal oleh tokoh agama atau
keluarga tanpa instrumen hukum yang membatasi atau mengatur tata kelolanya.
Sistem ini bertahan puluhan tahun, tetapi meninggalkan masalah administratif
seperti aset wakaf tidak tercatat, tidak terdokumentasi dengan baik, dan rawan
sengketa (N. M. H. J. Mohaiyadin & Aman, 2021).

Perubahan besar mulai terjadi pada masa Orde Baru ketika pemerintah
menyadari perlunya kepastian hukum terhadap aset wakaf. Pemerintah
menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan
Tanah Milik. Untuk pertama kalinya wakaf diatur resmi sebagai objek hukum
negara. Regulasi ini mewajibkan pencatatan formal wakaf, sertifikasi tanah
wakaf, serta pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Meski masih
fokus pada wakaf tanah, regulasi ini membuka jalan bagi sistem administrasi
wakaf yang lebih tertib (Maretaniandini, Hilmiyah, Akbar, et al., 2025).

Perkembangan signifikan berikutnya muncul dengan Undang-Undang
Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjadi tonggak
modernisasi wakaf karena memperluas definisi wakaf. Pemerintah mengakui
wakaf tidak hanya berupa tanah, tetapi juga uang, logam mulia, dana tunai, surat
berharga syariah, rumah sakit, sekolah, aset perusahaan, hingga hak kekayaan
intelektual. UU ini juga membentuk Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga
independen  nasional yang bertugas membina, mengawasi, dan
mengembangkan wakaf (Farid, 2025).

Karena itu, modernisasi regulasi wakaf mengubah paradigma lama.
Wakaf tidak lagi dipahami sebagai instrumen pasif yang hanya menjaga aset.
Wakaf bertransformasi menjadi instrumen investasi sosial produktif yang dapat
menghasilkan nilai tambah ekonomi untuk kemaslahatan umat. Sebelum masuk
era digital, pengelolaan wakaf menghadapi beberapa tantangan struktural.
Pertama, pencatatan aset wakaf masih manual dan terpisah antar lembaga.
Banyak aset wakaf tidak terpetakan secara nasional. Data aset wakaf tersebar di
berbagai kantor kementerian, pemerintah daerah, kantor urusan agama, dan
lembaga non-profit. Ketiadaan basis data terpadu menyebabkan pemerintah
kesulitan menyusun kebijakan berbasis data aktual (A. Syafrina et al., 2023).

Kedua, standar tata kelola antar lembaga wakaf tidak seragam. Beberapa
lembaga memiliki tata kelola modern dan akuntabel. Namun banyak lembaga
lain masih menjalankan pengelolaan berbasis tradisi tanpa dokumentasi yang
memadai. Sistem audit, analisis kinerja, dan pelaporan tidak terstruktur. Ketiga,
regulasi pengelolaan investasi wakaf tidak detail. UU memberikan payung
hukum, tetapi implementasi teknis di lapangan memerlukan panduan yang lebih
rinci seperti standar laporan keuangan digital, batas risiko investasi, serta
ketentuan digital security (Maretaniandini, Hilmiyah, & ..., 2025).
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Keempat, lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia
pengelola wakaf menjadi kendala besar. Sebagian besar nazhir belum memiliki
kompetensi di bidang akuntansi modern, manajemen bisnis, investasi syariah,
dan administrasi digital. Dengan masuknya teknologi digital, tantangan ini
semakin terlihat dan menuntut pembaruan regulasi agar pengelolaan wakaf
dapat berjalan efektif dan akuntabel di era baru. Digitalisasi membuka peluang
besar bagi transformasi pengelolaan wakaf. Namun, digitalisasi wajib didampingi
modernisasi regulasi agar tidak menimbulkan persoalan hukum baru (Razak,
2020).

Modernisasi regulasi wakaf di era digital mencakup tiga fokus utama.
Pertama, pembaruan sistem regulasi untuk mengakomodasi teknologi baru
seperti blockchain, artificial intelligence, dan digital reporting. Kedua,
standardisasi sistem manajemen dan pelaporan agar semua lembaga wakaf
memiliki standar minimum tata kelola. Ketiga, integrasi sistem digital nasional
guna menciptakan transparansi dan basis data wakaf yang lengkap. Salah satu
arah modernisasi regulasi adalah membangun sistem pelaporan digital nasional
untuk seluruh lembaga wakaf. Pemerintah dan Badan Wakaf Indonesia mulai
mendorong penggunaan sistem pelaporan berbasis aplikasi (IBRAHIM, 2023).
Tujuannya agar laporan aset, nilai manfaat, status pemanfaatan, serta tingkat
perolehan dana tercatat secara real time dan dapat dipantau publik. Regulasi
seperti pedoman audit syariah digital, standar laporan keuangan wakaf
elektronik, dan ketentuan keamanan data menjadi perhatian utama. Sistem ini
bertujuan meningkatkan transparansi. Masyarakat ingin melihat perkembangan
dana yang mereka titipkan, bukan hanya laporan umum tanpa bukti konkret.
Dengan digitalisasi, wakif dapat memantau penggunaan dan dampak wakaf
melalui dashboard berbasis data (Khamis et al., 2018).

Salah satu tantangan digitalisasi adalah keamanan data. Ketika data aset
wakaf dan keuangan tersimpan digital, ancaman peretasan, penyalahgunaan
data, dan kebocoran informasi menjadi risiko nyata. Modernisasi regulasi wakaf
harus menyediakan standar keamanan sistem yang wajib diikuti setiap lembaga
wakaf (Maspupah et al., 2009). Regulasi perlu mengatur penggunaan enkripsi,
server nasional, standar disaster recovery, dan sistem keamanan berlapis. Selain
itu, regulasi juga perlu memegang peran penting dalam mengatur penggunaan
blockchain. Teknologi blockchain memberi kemampuan audit permanen, tidak
dapat diubah, dan transparan. Semua transaksi wakaf dapat tercatat abadi.
Namun, tanpa regulasi yang jelas, blockchain berpotensi menabrak ketentuan
hukum lain seperti perlindungan data pribadi dan kepatuhan hukum finansial
(Anwar et al., 2019).

Regulasi juga harus mengatur batasan dan penggunaan artificial
intelligence dalam analisis investasi wakaf, pengambilan keputusan otomatis,
dan penilaian risiko. Al memberi kelebihan analisis cepat dan akurat, tetapi
memerlukan batasan agar tetap sesuai prinsip kehati-hatian dan kepatuhan
syariah. Pengawasan wakaf sebelumnya banyak dilakukan secara administratif
manual. Dengan digitalisasi, pengawasan dapat berjalan otomatis melalui sistem
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online. Regulasi baru dapat mewajibkan setiap lembaga wakaf mengunggah
laporan secara berkala, membuat laporan analisis dampak, serta melakukan
audit digital. Badan Wakaf Indonesia memegang peran sebagai pusat
pengawasan nasional. Namun, agar fungsi ini berjalan, regulasi harus
memberikan kewenangan operasional yang memadai, termasuk sanksi
administratif bagi lembaga yang tidak melaporkan atau mengelola wakaf tidak
sesuai standar syariah (Muhamad Ali et al., 2023).

Salah satu kelemahan besar pengelolaan wakaf adalah data yang
tersebar dan tidak terintegrasi. Dengan digitalisasi, Indonesia memiliki peluang
membangun basis data wakaf nasional tunggal. Sistem ini berfungsi mencatat
seluruh aset, perkembangan nilai wakaf, tingkat pemanfaatan, hingga pelaporan
dampak. Regulasi modernisasi harus mengatur tata cara input data, standar
format, verifikasi data, serta penggunaan data untuk penyusunan kebijakan
publik. Sistem ini penting untuk perencanaan jangka panjang. Jika pemerintah
memiliki data komprehensif, visi pembangunan wakaf nasional dapat diarahkan
secara tepat, sesuai wilayah, sektor prioritas, dan kelompok masyarakat yang
membutuhkan dukungan (Jailani & Saputra, 2025).

Modernisasi regulasi wakaf memerlukan sinergi antara pemerintah,
Badan Wakaf Indonesia, lembaga keuangan syariah, lembaga wakaf, dan sektor
swasta. Pemerintah berperan dalam menetapkan peraturan, standarisasi, dan
pengawasan. Badan Wakaf Indonesia berperan mengoordinasi pelaksanaan,
mengawasi, dan membangun sistem digital nasional. Lembaga wakaf berperan
menerapkan regulasi dan meningkatkan kualitas pengelolaan. Perguruan tinggi
memiliki tugas menyediakan kajian akademik, riset empiris, dan model
governance yang dapat dijadikan rujukan kebijakan. Sektor swasta dan startup
teknologi dapat menyediakan infrastruktur digital, aplikasi blockchain,
manajemen data, dan sistem pelaporan online (Kaharuddin et al., 2025).

Modernisasi regulasi tidak hanya soal mengikuti tren teknologi, tetapi
memberikan dampak nyata. Dampak pertama adalah meningkatnya
transparansi. Wakif dapat melihat laporan keuangan, grafik kinerja, dan data
real-time yang meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dampak kedua adalah
efisiensi biaya. Sistem digital mengurangi biaya administrasi, pengarsipan, dan
proses manual. Dampak ketiga adalah peningkatan profesionalisme. Nazhir
terdorong meningkatkan kompetensi melalui pelatihan akuntansi digital, hukum,
teknologi, dan manajemen investasi. Dampak keempat adalah peningkatan
produktivitas aset wakaf. Dengan data kuat dan dukungan teknologi, aset wakaf
dapat diarahkan ke sektor produktif seperti agribisnis modern, properti
komersial, rumah sakit, industri halal, teknologi pendidikan, dan layanan digital.
Dampak kelima adalah meningkatnya integrasi kebijakan nasional. Basis data
nasional memudahkan pemerintah menentukan regulasi, mengukur dampak
sosial, merencanakan anggaran, dan mendukung pemerataan pembangunan
(Mustajab, 2022).

Ke depan, modernisasi regulasi wakaf di Indonesia masih akan
berkembang. Sistem regulasi perlu bergerak menuju lima arah utama. Pertama,
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membangun ekosistem hukum yang mengatur standar minimum digitalisasi
lembaga wakaf. Kedua, memperkuat perlindungan data dan cybersecurity.
Ketiga, menyiapkan regulasi khusus untuk blockchain dan Al dalam pengelolaan
wakaf. Keempat, menyusun kurikulum nasional untuk penguatan kapasitas
nazhir. Kelima, memperkuat peran audit syariah digital yang dapat memastikan
kepatuhan syariah dan standar tata kelola berjalan konsisten. Jika seluruh
elemen ini berjalan, Indonesia berpotensi menjadi pusat inovasi wakaf digital
dunia. Modernisasi regulasi akan menjadikan wakaf bukan sekadar instrumen
sosial tradisional, tetapi sebagai instrumen ekonomi modern yang mampu
memperkuat kesejahteraan umat dan mempercepat pembangunan nasional
dengan cara yang efektif, profesional, dan berkelanjutan (Khaer et al., 2023).

Regulasi wakaf seharusnya bergerak ke model governance modern.
Pemerintah perlu menetapkan standar kinerja yang dapat diukur. Misalnya
target himpunan dana, nilai aset yang berkembang, jumlah penerima manfaat,
dan dampak ekonomi yang dihasilkan. Standar ini menjadi dasar evaluasi
tahunan yang dapat dipublikasikan kepada publik. BWI juga perlu diwajibkan
menjalankan pelaporan berbasis audit independen. Audit tahunan menjadi alat
pengawasan yang objektif. Pemerintah, DPR, dan masyarakat dapat menilai
kinerja dengan data dan dokumen yang bisa diverifikasi. Pemerintah kemudian
dapat menetapkan sistem pembinaan lembaga wakaf berbasis capaian
(Muhammad Fathrul Quddus et al., 2022).

Pengaturan ideal juga harus memasukkan digital governance. Pemerintah
dapat mewajibkan penggunaan platform digital nasional untuk pelaporan,
manajemen aset, dan pemantauan real time. Sistem digital memungkinkan
kontrol internal, pengawasan publik, dan efisiensi tata kelola. Masyarakat dapat
melihat perkembangan wakaf secara transparan. Hal ini akan meningkatkan
kepercayaan publik dan partisipasi wakif. Check and balance juga harus
diperkuat. Pemerintah dapat membentuk evaluasi tahunan yang berdampak
pada status kelembagaan, termasuk peninjauan ulang struktur, posisi pengurus,
atau mandat organisasi. Sistem ini memastikan bahwa kekuasaan kelembagaan
berjalan sehat, tetap dalam koridor syariah, dan tetap relevan dengan tantangan
zaman (Nuradi & Khatimah, 2024).

No

Isu Strategis Langkah Regulasi Alasan
1 Menyamakan kualitas
Menetapkan standar pengelolaan agar
nasional digital tidak ada
Tata kelola belum seragam governance untuk kesenjangan
seluruh lembaga antarlembaga
wakaf (Febrianty et al.,
2024)
> Mewaijibkan Memperkl.Jat
Pelaporan masih manual pelaporan digital, transparansi dan
memudahkan

online, dan real time .
pengawasan publik
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10

1

Pengawasan lemah

Membangun sistem
KPI dan evaluasi
tahunan berbasis data

(J. Widodo et al.,
2018)

Kinerja lembaga bisa
dinilai objektif dan
terukur (A. C. Widodo
etal., 2024)

Jejak data aset tersebar

Belum ada dasar hukum Al dan
blockchain

Ancaman keamanan data

Kinerja nazhir belum profesional

Laporan tidak diaudit konsisten

Kurangnya integrasi antar pemangku
kepentingan

Belum ada insentif ekonomi

Lemahnya literasi masyarakat

Membangun basis
data wakaf nasional
terintegrasi

Menyusun peraturan
penggunaan Al dan
blockchain dalam
pencatatan dan audit
wakaf

Menetapkan standar
perlindungan data dan
cybersecurity

Mewajibkan
sertifikasi, kurikulum
nasional, dan standar

kompetensi nazhir

Mewajibkan audit
tahunan independen
dan publikasi laporan

Membentuk koridor
koordinasi reguler
BWI, Kemenag, Bank
Indonesia, DSN-MUI,
fintech syariah, dan
institusi wakaf

Menyusun regulasi
insentif fiskal untuk
wakaf produktif

Regulasi kampanye
nasional edukasi
wakaf berbasis digital
dan media publik

Memudahkan
pemerintah dalam
perencanaan,
pengawasan, dan
kebijakan nasional
(Ramadhani &
Rohman, 2025)
Menghindari konflik
hukum dan menjaga
kepatuhan syariah (P.
Harahap & Aziz,
2024)
Melindungi aset
wakaf dan data wakif
dari kebocoran dan
peretasan (Yasin &
Billah, 2024)
Menjamin bahwa
pengelola wakaf
memiliki kemampuan
profesional modern
(Fitri, 2023)
Memperkuat check
and balance dan
meningkatkan
kepercayaan wakif
(Khatimah, 2024)

Menghindari
program berjalan
sendiri tanpa dampak
maksimal (Dwiyanto,
2021)

Meningkatkan
partisipasi
masyarakat dan
lembaga secara
signifikan (S.
Kunhibava et al.,
2024)
Memperluas
kesadaran bahwa
wakaf bukan hanya
masjid dan tanah,
tetapi juga instrumen
pembangunan
ekonomi (D. S.
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Kunhibava et al.,
2024)
Kebijakan menjadi

Regulasi kewajiban presisi dan bisa

input data, verifikasi,

Perencanaan pembangunan tidak . diarahkan pada
12 . dan standardisasi .
berbasis data wilayah yang
format laporan
. membutuhkan
nasional

(Taherdoost, 2023)

Table 03 Langkah Regulasi

Modernisasi wakaf di Indonesia merupakan proses penting untuk
memastikan bahwa instrument filantropi ini tetap relevan dan efektif dalam
menjawab kebutuhan masyarakat modern. Semua langkah regulasi yang disusun
berbasis pendekatan Maqasid Syariah yang dijiwai oleh prinsip Hifdzul-
nafs,Hifdzul-Diin, Hifdzul-‘aql, Hifdzul-Maal dan Hifdzul-nasl (Suliswanto et al.,
2024).

Dalam kerangka Maqasid al-Syariah, proses modernisasi ini tidak hanya
sekadar pembaruan teknis atau administrasi, tetapi merupakan bentuk ijtihad
kontemporer yang bertujuan menjaga amanah wakaf agar memberikan manfaat
optimal bagi umat. Melalui digitalisasi, regulasi baru, penerapan audit berbasis
data, serta pemanfaatan teknologi seperti blockchain dan kecerdasan buatan,
wakaf diarahkan untuk menjadi instrumen pembiayaan yang produktif,
transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (Billah, 2021).

Pertama, modernisasi regulasi selaras dengan tujuan Hifz al-Din.
Penguatan tata kelola, pelaporan real time, audit digital, dan kewajiban
transparansi memastikan pengelolaan wakaf dilakukan dengan amanah sesuai
nilai-nilai agama. Ketika masyarakat melihat wakaf menghasilkan manfaat nyata,
kepercayaan terhadap institusi wakaf semakin meningkat dan nilai ibadah wakaf
kembali hidup dalam ruh syariah yang sebenarnya (Hamadou & Suleman, 2024).

Kedua, modernisasi wakaf secara langsung memenuhi Hifz al-Nafs.
Dengan tata kelola yang lebih kuat serta pemanfaatan teknologi modern, wakaf
menjadi sumber pembiayaan program pendidikan, kesehatan, layanan sosial,
pemberdayaan ekonomi, dan berbagai kegiatan kemanusiaan lainnya. Di era Al,
wakaf bahkan dapat membiayai teknologi yang membantu penyandang
disabilitas, meningkatkan kualitas pendidikan, dan memperkuat layanan public
berbasis data dan analitik. Dampaknya langsung terasa dalam peningkatan
kualitas hidup individu dan masyarakat luas (B. Harahap et al., 2023).

Ketiga, modernisasi wakaf berperan besar dalam Hifz al-Agl. Regulasi
baru memungkinkan terciptanya sistem data wakaf yang komprehensif di
tingkat nasional. Dengan data yang terintegrasi, pemerintah, peneliti, kampus,
dan lembaga wakaf dapat menyusun kebijakan berbasis bukti, menyusun
indikator kinerja, mengukur dampak sosial ekonomi, serta mengembangkan riset
akademik yang semakin berkualitas. Selain itu, wakaf dapat menjadi sumber
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pembiayaan pendidikan tinggi, riset teknologi, dan pengembangan talenta
digital sehingga fungsi penjagaan akal berjalan secara langsung dan terukur
(Jannah & Abidin, 2025; Mousavi et al., 2025).

Keempat, modernisasi regulasi wakaf secara spesifik menyentuh Hifz al-
Mal, penjagaan harta. Digitalisasi mencegah salah kelola, mengurangi risiko
korupsi, menekan kehilangan aset akibat dokumentasi yang lemah, dan
memungkinkan pengawasan publik. Teknologi seperti blockchain menjadikan
transaksi wakaf tercatat permanen, sulit dimanipulasi, dan mudah diaudit. Wakaf
tidak lagi hanya menjaga aset secara pasif, tetapi dikembangkan secara
produktif melalui investasi di sektor-sektor strategis seperti properti, rumah
sakit, agribisnis modern, industri halal, dan instrumen keuangan syariah
(Dewaya, 2025; Rabbani, 2022)

Kelima, modernisasi wakaf juga mendukung Hifz al-Nasl atau
keberlangsungan generasi. Sistem digital memastikan bahwa memori
kelembagaan tidak hilang ketika pengurus berganti. Model pelaporan terpadu,
standar audit nasional, dan sistem manajemen risiko menjadikan pengelolaan
wakaf lebih profesional dan siap diwariskan untuk kepentingan generasi
berikutnya (Kowalski et al., 2021; Priantina & Uula, 2025).

Dengan demikian, modernisasi wakaf bukan sekadar mengikuti tren
teknologi, tetapi merupakan implementasi nyata dari Maqasid al-Syariah dalam
konteks masyarakat modern. Transformasi ini mengubah wakaf dari sistem amal
tradisional menjadi instrumen pembangunan yang profesional, efektif, dan
strategis. Jika Indonesia konsisten meneruskan arah reformasi ini, Indonesia
memiliki peluang besar menjadi pusat inovasi wakaf digital dunia. Wakaf akan
menjadi motor penggerak ekonomi umat yang tangguh dan menjadi bukti
bahwa ajaran syariah mampu beradaptasi dan memberi solusi nyata untuk
tantangan zaman (Akhlaq et al., 2025; Othman et al., 2025; Zailani et al., n.d.).

KESIMPULAN

Rekonstruksi mendesak terhadap kerangka hukum wakaf di Indonesia
perlu dilakukan mendesak. Hal ini dilaksanakan demi kesesuaian praktik wakaf
dengan prinsip Magqdsid al-Shari‘ah dan terintegrasi dengan tata kelola berbasis
Kecerdasan Buatan (Al) di era ekonomi digital. Meskipun wakaf memiliki potensi
aset yang sangat besar sebagai pilar pembangunan sosio-ekonomi Islam,
pengelolaannya saat ini belum mencapai titik optimal karena kerangka hukum
yang ada, khususnya UU No. 41 Tahun 2004, belum sepenuhnya adaptif terhadap
inovasi digital dan Islamic fintech.

Tantangan krusial yang diidentifikasi meliputi kekosongan regulasi
mengenai kontrak wakaf digital, ketiadaan standar yang jelas untuk tata kelola
dan perlindungan data aset wakaf digital, serta lemahnya koordinasi dan
integrasi antar regulator terkait. Oleh karena itu, tulisan ini menekankan urgensi
modernisasi regulasi wakaf. Modernisasi ini harus didasarkan pada prinsip-
prinsip syariah untuk memastikan pengelolaan wakaf berjalan secara transparan,
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akuntabel, dan berkelanjutan, sekaligus memanfaatkan potensi Al dan
digitalisasi untuk efisiensi, akuntabilitas, dan pencapaian tujuan pembangunan
berkelanjutan (SDGs). Pembaruan hukum ini menjadi kunci untuk
mentransformasi wakaf dari sekadar amal tradisional menjadi instrumen
keuangan sosial-Islam yang modern dan berdaya saing global.
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